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ABSTRAK

Skripsi dengan jucul “TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN PP
NO. 9 TAHUN 1975 TERHADAP PELAXSANAAN PENCATATAN
PERCERAIAN DI KANTOR URUSAN AGAMA KEC. GURAH KAB. KEDIRI”
adalah hasil penclitian lepangan yang dilaksanakan penulis untuk menjawab
pertanyaan tentang bagaimana pelaksanaan pencatatan perceraian di KUA Gurah
dan bagaimana pula implikasi hukum tidak dicatatkannya perceraian di KUA Kec.
Gurah.

Data penelitian ini dihimpun melalui pembacaan buku-buku yang dijadikan
scbagai bahan pustaka dan wawancara dengar para pcgawai KUA dan Pcjabat PA
serta observasi ke KUA Kece. Gurah Kab. Kediri dan PA Kab. Kediri. Analisis yarg
digunakan adalah metode deskriptif indukiif yang merupakan suatu metode yang
mendeskripsikan data yang berasal dari svatu kasus di lapangan, kemudian
menganalisis data-data tersebut untuk diamnbil suatu kesimpulan dalam menganalisis
kasus tersebut.

Hasil penclitian ini menyimpulkan, bahwa pada dasarnya dalam Kompilasi
Hukum Islam yang ketentuannya sama dengan kctentuan yang ada dalam PP. No 9
Tahun 1975 discbutkan bahwa setelah perceraian diputus oleh Majelis Fakim
Pengadilan Agama, dan setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan h'-'-um, maka
Pengadilan dalam hal ini berkewajiban mengirimkan salinan putusan ke KUA yang
mencatatkan pernikahan tersebut, agar oleh pihak KUA dicatatkan di buku
pendattaran perccraian sebagai bukti balwa status perkawinan pihak-pihak yang
bercerai terscbut sudah berubah menjadi janda dan duda.

Sedangkan hasil penclitian penuiis menunjukkan bahwa masih terdapat
pencatatan perceraian yang tidai terlaksana Cengan baik. Hal ini disebabkan karena
kurang maksimalnya pemberitahuan perceraian  yang dikirimkan oleh pihak
Pengadilan Agama Kab. Kediri ke Kantor Urusan Agama Kec. Gurah Kab. Kediri.
Dan dari kesimpuian penelitian penulis dapat dinyatakan bahwa salah satu jaktor
kurang maksimalnya pengiriman pemberitahuan tersebut karena tiduk adanya
peraturan lebih lanjut tentang sanksi bagi pejabat PA yang tidak mengirimkan
pemberitahuan tersebut ke KUA. Padahal, jika dianalisis lebih jauu, tidak
dicatatkannya perceraian di KUA akan menghambat pendataan angka perccraian
bagi pemerintah dan memberikan peluang pcmalsuan status bagi pihak yang telah
bercerai karena status perkawinaunya dalam arsip KUA masih berlaku.

Dari pemaparan di atas, penulis menyimpulkan bahwa perlu peraturan yang
mengatur lebih rinci tentang sanksi bagi pcjabat PA yang lalai dalam mengirimkan
- pemberitahuan perceraian ke KUA agar dapat meminimalisir tidak dicatatkannya
perceraian di KUA.
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adaluh agama sempurna yang mengatur semua lini kehidupan
manusia, mulai dari hal-hal yang berkaitan dengan ‘tbadah, mu'amalsh, *Agidah,
kemasyarakatan, hukum dan lain sebugainya termasuk hal-hal yang berkaitan
dengan hukum kckecluargaan scperti Hukum Perkawinan. Karcna itu, apama
Islam layak untuk dikatakan scbagai ncdoman hidup yang mengajarkan kepada
penganutnya untuk senantiasa berusata mencapai kehidupan secjahtera yang
dikehendakinya, baik di dunia maupun di hari yang abadi kelak.

Dalam hal perkawinan, dengan diaturnya hubungan antara dua insan dalam
sebuah ikatan perkawinan diharapkan agar kehidupan yang mereka bina nantinya
menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmzh sebagaimana tujuan
perkawinan itu scudiri.’ Schingga perkawinan yang mercka jalankan akan
menjadi scbuah ikatan yang tidak dapat dijadikan bahan permainan dan menjadi

suatu ikatan crat yang dalam Islam dikenal dengan istilah “Misagan Galiza’

! Al-Hamdani, Risalah Nikah, (Jakarta:Pustaka Amani, 2002), 6



(ikatan yang sangat kuat) scbagaimana yang tcrtuang dalam Surat a/-MNisi’21

berikut ;2

ol ity 185 01T ats J) &ty bl 365 53 Ly

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian
kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-
isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kanu
Perjanjian yang kuat™?

Undang-undang No. | Tahun 1974 tentang Perkawinan menycbutkan
bahwa perkawinan mcrupakan suatu ikatan lahir batin antara scorang pria dan
scorung wanita scbagai suami istri dengan tujuan membentuk keluar 1 (rumah
tangga) yang bahagia dan kckal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa’
Dengan dilaksanakannya akad perkawinan, maka akan terjadi penggabungan dua
individu yang semula tidak ada ikatan xekcluargaan, menjadi satu bagian dalam
keluarga yang tidak terpisahkan yang akan hidup berdampingan  dalum
menempuh bantera kehidupan. Olch karena itn, dalam prosesi akad perkawinan
diperlukan adanya prosedur yang harus dipenuhi untuk mengukuhkan status

hukum dilaksanakannya perkawinan tersekut.’

2 Amir Nuruddin, Azhari Akaml Tarvigan, Hvkum Perdata Islam d;' Indonesia: Studi Kritis
Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI, (Jakarta:Kencana,2004), 205

3 Departemen Agama R1, A/-Quran dan Terjemahnya,(Surabaya:CV Jaya Sakti,1989), 120
4 UU Perkawinan di Indonesia(Surabaya: Arkola), 5

Masjkur - Anhari, Usaha-usaha  utuk  Memberikan Kepastian Hukum  dalam  Perkaw inan,
(Surabaya: Diantama,2006), 5



Diantara beberapa prcsedur perkawinan yang harus dipenuhi dalam
melangsungkan perkawinan adalah dengan dipenuhinya beberapa syarat dan
rukun, perkawinan tersebut. Karcna terpenvhi dan tidaknya rukun dan syarat
tersebut dapat menentukan sah dan tidaknya perkawinan dari segi hukum.
Sedangkan pengukuhan status perkawinan dengan cara mencatatkannya di
Pcgawai Pencatat Nikah bersifat administratif/formalitas.®

Terkait syarat dan rukun perkawinan, dalam buku “Hukum Perkawinan
Islam di Indonesia (Antara Figh Munakahat dan Undang-undang Perkawirnan)”
karya Amir Syarifuddin discbutkan bahwa mengenai apa saja yang menjadi
rukun dan syarat dalam meclangsungkan akad perkawinan masih terdapat
perbedaan pendapat di kalangan Ulama Mazhab, Di antara pendapat Ulama
Mazhab terscbut adalah pendapat Ulama Syafi’fyyah yang berpandzngan bzhwa
unsur pokok perkawinan terdiri dari pihak laki-laki dan percmpuan yang akan
menikah, akad perkawinan, wali, dan dua orang saksi.’

Mengenai prosedural perkawinan yang berlaku di Indonesia, baik vang
tertuang di daiam UU No. | Tahun 1974 maupun yang termaktub dalam
ketentuan Kompilasi Hukum Islam, terdapat syarat yang harus dipenvhi bagi

pihak yang ingin melangsungkan perkawinan untuk memberikan status hukum

"6 Ibid 27

7 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Isfam i Indonesis-antara Figh Munakahat dan Umiang-
undang Perkawinan,(Jakarta:Kencana,2009), 61
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bahwa perkawinan itu disamping harus d:saksikan oleh 2 orang saksi juga harus
dicatatkan/dituiis sendiri atau olch orang yang dikeh=ndaki untuk menulis."

Ketika akad dilangsungkannya perkawinén dicatatkan, maka tentu
perceraian yang merupakan tanda berakhirnya ikatan perkawinan tersebut juga
harus dicatatkan. Hal ini diatur dalam Undang-undang No. | Tahun 1974 tentang
Perkawinan maupun Pcraturan Pemcrintah No. 9 tahun 1975 tentang
pelaksanaannya. Scmua ketentuan pemerintah yang mewajibkan dicatatkannya
perkawinan wan perceraian tersebut adalah demi kemaslahatan dan kepentingan
umat Islam sendiri untuk kepastian Lukum bagi generasi penerusnya dan untuk
meninggikan derajat kaum wanita.''

Pada dasarnya, suatu perkawinan adalah sah bilamana memenuhi syarat-
syaral yang tclah ditentukan olch Undang-undang. Sedangkan syarat-syaral itu
sendiri dibagi menjadi dua macam, yaitu syarat intern dan syarat ckstern. Syarat
intern adalah segala hal yang menyangkut pihak-pihak yang melakukan
perkawinan. Scaangkan syarat-syarat ckstern adalah vang menyangkut
formalitas pclangsungan perkawinan.”” Begitu juga dalam hai percerzian,
pemerintah Indonesia mclalui Undang-undang dan segaia peraturan yang

berkaitan dengan perkawinan tclah mengatur scgala prosedurnya sedemikian

19 1dris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat
menurut Hukum Islam, (Jakarta:Sinar Grafika, 1995).46

N bid, 14

2R Soctojo, Pluralisme dalam Perundang-uindangan Perkawinan di Indonesia(Surabaya: Airlangga
University,1994), 39



rupa agar scluruh aktifitas yang berkzitan Gengan perkawinan tersebut seperti
hak-hak kewarisan, nasab anak dan hubungan kekeluargaan lainnya dapat tcrtata
dengan baik dan rapi.

Scbagaimana diterangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975
tentang Pelaksanaan Undang-undang No. | Tahun 1974 tentang Perkawinan,
bahwa perkawinan yang dilakukan oleb Warga Negara Indonesia yang beragama
Islam dicatatkan pada Pcgawai Pencatat Nikah yang ada di Kantor Urusan
Agama (KUA). Scdangkan bagi Warga Ncgara Indonesia yang beragama sclain
Islam dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Catatan Sipil."

Dijelaskan pula dalam buku “Peradilan Agama di Indonesia’ karya Jaih
Mubarok bahwa pencatatan dan pengawasan nikah, talak dan rujuk dilalukan
oleh Pegawai Pencatat Nikah, scbagaimana diatur dalarr. Undang-undang No. 32
tahun 1954 tentang Penctapan berlakuaya UU RI tanggal 2 November 946
tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di seluruh daerah luar Jawa dan
Madura.'* Akan tetapi untuk masalah perceraian, karena terdapat Pcraturan
Perundang-undangan baru vang membcrikan wewenang untuk menangani
perceraian terhadap Pengadilan Agama (PA), maka Pegawai Pencatat Nikah
hanya mencrima salinan Putusan Ferceraian atau pemberitahuan telah tcrjadinya

perceraian dari PA yang kemudian mencatatnya di buku daftar perceraian.

3 Undang-undang Perkawinan di Indoncsia, 32

" Jaih Mubarok, Peradilan Agama di Indoncsia, (Bandung:Pustaka Boni Quraisy, 2004), 164



Dalam hal perceraian, pemerintah memberikan batasan-batasan yang
sangat ketat kepada para pasangan suami istri yang hendak melangsungkan
perceraian, yaitu dengan menempuh beberapa tehap perceraian di Pengadilan
Agama bagi pasangan suami istri yang mencatatkan perkawinannya di Pegawai
Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA). Sedangkan bagi perceraian
yang perkawinannya dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dilangsungkan di
Pengadilan Ncgeri.

Terdapat  beberapa tahapan dalam  prosedur yang ditecrapkan oleh
Pengadilan dalam menangani kasus perceraian, niwlai dari proses pendaftaran
perkara, pemeriksaan sampai proses persidangan. Selanjutnya seielah perkara
perceraian diputus dalam persidangan, maka Pengudilan Agama melalui Panitera
berkewajiban menyampaikan salinan surat tersebut kepada suami istri atau
kuasanyu dengan menarik kutipan akt: nikah dari masing-masing vang
bersangkutan'”. Selain itu, panitera juga berkewajiban mengirimkan satu helai
salinan putusan Pengadilan Agama kepada Pegawai Pencatat Nikah yang
mcewilayahi tempat tinggal istri atau yang mencatatkan perkawinannya terscbut
untuk diadakan pencatatan.'

Dari data yang diperolzh pecrulis c‘li lapangan menunjukkan bahwa ada

beberapa kasus perceraian yang tidak dicatatkan ke Pegawai Pencatat Nikah

' 1bid. 173

" Team Media, Amandemen UU Peradilan Agama No.3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor
Undang-undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1589, (Jakarta:Mcdia Centre). 67



yang mencatatkan perkawinan tersebut. Ketika suatu perceraian telah diputus di
Pengadilan Agama Kab. Kediri dan incidapatkan Akta Cerai dari Pengadilan
Agama tersebut sering terjadi keterlambatan percatatan perceraian di buku
daftar percera’an yang ada di KUA Kez. Gurah Kab. Kediri, atau bahkan tidak
didaftarkan sama sckali. Jika praktck yang terjadi di lapangan demikian maka hal

ini mengindikasikan bahwa pencatatan perceraian di Pegawai Pencatat Mikah

penting karcna sudah ada putusan perceraian dari pihak PA.

Padahal, jika ditelusari lebih jauh, pencatatan perceraian se:elah
diputuskannya perceraian di Pengadilan Agama merupakan suatu hal yang
penting dalam kaitannya dengan status perkawinan antara pasangan suami istri
yang mencatatkan perkawinannya di Pcgawai Pencatat Nikah di KUA terssbut.
Jika memang perceraian tidak didaftarkan dan dicatatkan pada Pegawai Pencatat
Nikah yang mencatatkan nikahnya terscbut maka status nikah dari pihak yang
telah bercerai tersebut masih berstacus menikah. Dan ini akan berpengaruh
terhadap kegiatan-kegiatan hukum piliak yang bercerai tersebut nantinya jika
akan melangsungkan perkawinan kembali maupun akan meclakukan tindakan-
tindakan hukum perdata lainnya seperti pembagian harta warits, aktifitas jual
beli tanah dan lainnya.

Jika kasus yang terjadi di lapangan demikian, maka hal itu akan

menyebabkan  rancunya  status  perkawinan  pihak-pihak  yang  tclah



melangsungkan perceraian tadi. Kasus tersebut merupakan suatu kesus vang
mengindikasikan masih belum terlaksananya prosedur pencatatan perceraian
dengan baik, ¢chingga nantinya dapat berpengaruh pada tidak dicatatkannya
perccraian suami istri (erscbut di Pcgawai Pencatat Nikah yang merupakan
tempat dicatatkannya perkawinan. Inilah di antara hal-hal yang mendorong
penulis untuk mengadakan penclitian dan kajian lebih lanjut tentang masalah

Pencatatan Perceraian di KUA Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri.

. Rumusan Masalah
Dari latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, rumusan masalal:
yang terdapat dzlam penulisar. skripsi ini adalah
I. Bagaimanakah Pelaksanaan Pencatat-n Ferceraian di KUA Kecamatan Gurah
Kabupaten Kediri?
2. Bagaimanakah implikasi hukum tidak dicatatkannya perceraian di KUA Kec.

Gurah Kab. Kediri?

. Kajian Pustaka

Berdasarkan hasil peeclusurar penulis tentang kajian pustaka penulisan
skripsi yang pernah ditulis oleh raahasiswa sebelumnya, penulis belum
menemukan penulisan skripsi yang membahas tentang méteri yang akan penulis

kaji, yaitu materi tentang tinjauan Hukum Islam dan PP No.9 Tahun 1975
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terthadap  prakick pencatatan  percecaian di KUA tempat  dicatatkannya
perkawinan tersebut.

Beberapa judul tentang perceraian yarg telah dikaji oleh penulis skripsi
scbelumnya mempunyai sudit pandang penelitian yang berbeda dengan objek
kajian yang akan penulis kaji pada skripsi ini. Menurut pengamatan penulis, ada
dua judul yang dalam materinya hampir sama dengan materi pada skrips® ini,
meskipun tinjauan analisis dan objck kajiannya berbeda.

Judul yang pertama adalah “Proscs Penanganan Talak Dalan Perspektif
Bimbingan Konseling Islam di KUA Mantup Lamongan” yang disusun oleh Abu
Khoir, Mahasiswa Jurusan PBI pada Fakultas Dakwah yang disusun pada tahun
2006. Menurut hemat penulis, materi pada skripsi yang pernah ditulis tersebut
tidak sama dengan materi yang akan penulis tulis dalam skripsi ini. Karena titik
tekan pembahasan dalam skripsi terseout adalah tentaug proses penanganan falak
ditinjau dari sudut pandang bimbingan xonscling Isiam sesuai dengan jurusan
penulis skripsi tersebut. Sedangkan materi dalam skripsi ini mempunyai titik
tekan pada analisis praktek pelaksanaan pencatatan perceraian yang terjaci di
lapangan dilihat dari sudut pandang Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan
tinjauan Hukum Islam.

Judul skripsi yang kedua adalah “ Tinjavan Hukum —Islam terhadap Proses '
Pengajuan Perceraian dengan Beda Agama: Studi K omparasi UU No. 1/]1974 dan

!
UU No. 7/1989" karya Syihabuddin. Dalam skripsi ini dipaparkan teniang
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proscdural Perccraian di Pengadilan Agama bagi orang yang berbeda Agama
ditinjau dari UU perkawinan dan UU Peradilan Agama, akan tetapi tidak
menerangkan bagaimana proses sclanju:nya set‘clah perceraian itu diputus.
Sehingga penulis menarik kesimpulan bahwa skripsi tersebut mempunyai

perbedaan sudut pandang penelitian dengan skripsi yang penulis kerjakan ini.

. Tujuan Penelitian
Beberapa tujuan yang ingin dicapai dari penilitian yang penulis lakukan
antara lain :
. Memahami praktek pelaksanaan Pencatatan Perceraian di KUA Kecamatan
Gurah Kabupaten Kediri.
2. Menganalisis implikasi hukum tidak dicatatkannya perccraian di KUA Kee.

Gurah Kab. Kediri.

. Kegunaan Hasil Penelitian
Dengan disclesaikannya peneiitian yang berkaitan dengan analisis
pelaksanaan pencatatan perceraian di KUA Kec. Gurah Kab. Kediri dengan PP
No. 9 tahun 1975 ini diharapkan bahwa hasil penilitian ini akan bermanfaat bagi
pembaca dari segi teoritis maupun praktis,
1. Dari segi teoritis, penelitian yang dilaksanakan oleh penulis ini diharapkan
akan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang

proscdur pencatatan perceraian yar.g benar  menurut pemcrintah  scrta
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diharapkan juga dapat mcmperkuat dan menyempurnakan materi proses
pencatatan perceraian yang ada delam Undang-undang maupun Perzouran
pemcrintah lainnya.

Dari scgi praktis, dihzrapkan hasil penclitian ini akan berguna bagi penerapan
prosedur pencatatan perceraian yang benar dan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang beriaku di ludonesia.

F. Definisi Operasional

Sebagai sarana untuk mempermudah pembaca dalam memahami materi

yang akan disampaikan dalam penulisan skripsi ini, maka perlu ada pendefinisian

terhadap setiap variabel yang dibahas dan dite.iti dalam skripsi ini.

1.

Kompilasi Hukum Islam : suatu gambaran pengkodifikasian Hukum Islam
yang dirangkum sedemikian rupa olch para (lama Indonesia dalam rangka
menampung beberapa komponen hukum yang tclah diformulasikan oleh para
Ulama Salaf. Kompilasi Hukum Islam ini disusun tidak terlepas dari kondisi
dan situasi pada kcadaan Indonesia pada saat ini. Sehingga materi-materi
hukum yang dimuat di dalamnya merupakan kombinasi dari beberapa
pendapat para Ulama Salaf yang discsuaikan dengan kondisi masyarakat

. 7
Indonesia.'

17

Sackan, Ermiati Effendi, Scjarah  Penyusiman  Kompilasi  Hukum  Islam  di - Indoicsia,

(Surabava:Arkola, 1997), 10
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2. PP No. 9 Tahun 1975 : adalal suatu peraturan pemerintah tentang
pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Talun 1974 tentang Perkawinan yang
merupakan panduan pencrapan dan pclaksanaan segala hal yang diatur dalam
Undang-undang Perkawinan tersebut dan sebugai salah satu pedoman dalam
proses pencatatan perceraian.

3. Pencatatan Perceraian ! yaitu suatu proses pencatatan perceraian yang
dilakukan olch Pegawai Pencatat Nikal d Kantor Urusan Agama Kec. Gurah
Kab. Kediri yang menerima pemberitahuun perceraian, baik itu ceraj gugat
maupun cerai talak antara pasangan suami istij yang bercerai dari Pengadilan
Agama Kabupaten Kediri.

4. KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri : adalah
lembaga atau Instansi Departemen Agama di Kecamatan C-rah yang
melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten Kzdiri
di bidang Urusan Agama, yang bertugas mencatat perceraian pasangan suarni
istri di buku dallar perceraian schagai alat bukti tclah becrubahnya status
pasangan yang bereerai tersebut dar; status menikah menjadi janda atau

duda.

G. Metode Penelitian
1. Data yang Dikumpulkan nicliputi :
a. Prosedur pencatatan perceraian di KUA Kecamatan Gurah Kabupaten

Kediri maupun proses administrasi perceraian di PA Kab. Kediri.
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b. Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam dan PP No. 9 Tahun 1975
tentang Pencatatan Perceraian.

c. Pclaksanaau Pencatatan Perccraian yang tcrjadi di tempat penelitian.

d. Implikasi Hukum yang ditimbulkan akibat tidak dicatatkznnya

perccraian.

2. Sumber Data :

a. Sumber Primer, terdiri dari :

1) Informan yang terdiri dari beberapa Pegawai KUA Kecamatan Gurah
Kabupatcn Kediri dan Pegawai Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

2) Dokumen yang berupa berkas-berkas pencatatan perceraian /ang
dipcroleh dari KUA Kecamatan Gurah maupun data dari Penguililan
Agama Kabupaten Kediri tentang perceraian pasangan suami istri
yang mencatatkan perkawinannya di KUA Kecamatan Gurah
Kabupaten Kediri.

3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

4) Kompilasi Hukum Islam.

b. Sumber Sekunder, yaitu beberapa refcrensi yang mendukung terhadap
sumber primer yang tcrdiri dari buku-buku yang membahas tentang
proscdur perkawinan dan perecraian dulam Hukum Islam  maupun
Peraturan Pcrundang-undangan yang berlaku di Indonesia maupun hasil

penemuan lapangan yang berfungsi scbagai pelengkap sumber primer.
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3. Teknik Pengumpulan Data :

a. Wawancara: yaitu mendapatkan informasi dengan cara berianya langsung
dan wawancara dengaa para pegawai KUA dan pihak Pengadilan Agama
yang merupakan lembaga yang memfasilitasi jalannye proses perceraian.

b. Obscrvasi: dengan cara observasi langsung ke KUA Kec. Gurah Kab.
Kediri yang ingin ditcliti untuk mengumpulkan data (entang pelaksanaan
pencatatan perccraian di K'JA tersebul dengan cara mengadakan
pengamatan langsung terhadap obyck yang diteliti maupun ke Pengadilan
Agama Kab. Kediri yang menjadi tempat pelaksanaan pemutusan
perceraian tersebut.

c. Dokumecn: yaitu dengan cara mencari data dari beberapa referensi yang
memuat tentang proscdur pencatatan perceraian untuk menemukan teori
tentang prosedur pencatatan perceraian, baik dari ketentuan Hukum Islam

maupun Pecraturan Pcrundang-undangaen yang berlaku di Indonesia.

4. Teknik Analisis Data:
a. Deskriptif memaparkan dan menjelaskan landasan teori tentang prosedur
pencatatan perceraian menurut Pcraturan Perundang-undangan vang
berlaku maupun dari tinjauan Kompilasi Huimm Islam dan juga

memaparkan kronologis kondisi obyek penelitian serta praktek



16

pclaksanaan pencatatan percevaian yang ada di KUA Kce. Gurah Kab.
Kediri.

b. Induktif analisis data dengan cara meneliti kasus praktek pencatatan
perceraian yang terjadi di KUA Kcce. Gurah Kab. Kediri yang kemudian
diaitivil suatu husliiipuiau wiiuk wongauaiisis Lipiikasi liuhuin daii iidan

dicatatkannya perceratan di KUA terscbut.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam menyusun penulisan skripsi ini, penulis membagi pembahasan ke
datain Loboiapa Bab borikul: Bab Porlama adalah Pendabivluai yang nacinuat
Latar Bclakang Masalah, Rumusan Mesalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penclitian,
Kegunaan Hasil Penclitian, Definisi Ogcrasional, Metode Penelitian, dan
Sistematika Pembahasan.

Bab Kcdua merupakan Landasan Tcori yang memuat dua sub bab, pertarna
tentang Proscdur Pencatatan Perceraian micaurut Kompitasi Hukum Islam, vang
terdiri dari: Pengertian Perccraian, Tata Cara Perccraian, Jenis-jenis perceraian,
Akibat Hukum Perceraian dan Prosedur Pencatatan Perceraian. Sedangkan sub
bab kedua adalah Proscdur Pencatatan Perceraian menurut PP No. 9 Tahun 1975
yang terdiri dari Tata Cara Peiceraian dan Proscdur Pencatatan Perceraian..

Scdangkan Bab Ketiga adalah Daia Penclitian. Bab ini terdini dard tiga
Sub-bab, yang pertama adalal: Sckilas KUA Kecamatan Gurah Kaoupaten K :diri

yang memuat bebcrapa materi tentang Kondisi Geografis KUA, Visi dan Misi
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KUA, Tugas Pokok dan T'ungsi KUA, Tujuan dan Sasaran, scrta Struktur
Kepengurusan KUA. Sub-bab kedua nicrupakan Pencatatan Perceraian di KUA
Kec. Gurah Kab. Kediri. Dan sub-bab ketiga adalah Implikasi Hukum tidak
dicatatkannya Perceraian di KUA Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri.

Adapun Bab Kcecinpat adalah Analists. 3ab ind werupahan bab inti dari
penyusunan skripsi ini karcna memuat dua analisis tentang analisis pencinuan
hasil penclitian yung berupa pclaksanaan pencatatan perceraian di KUA
Kecamatan Gueah Kabupaten Kediri dan analisis  implikasi  hukum  tidak
dicatatkannya pcrceraian di Fegawai Percatat Nikah atau KUA setempat sctelah
peiceraian divutus oleh Pengadilan Agaiia.

Bab terakhir adalah Pcnutup. Bab Penutup ini terdiri dari daa sub-bab,
yaitu Kesimpulan dan Sarun. Pada Sub-Bab Kesimpulan akan dipaparkan
beberapa kesimpulan tentang hasil analisis penulis terhadap scluruh materi yang
dipaparkan dalam skripsi ini termasuk di dalamnya analisis pencatatan
perceraian di KUA Kecawmaian Guralr Kavupalen Kedini dan analisis {cniang
implikasi Hukum akibat tidak dicatatkannya perceraian di KUA Kec. Gurah
Kab. Kediri. Sedangkan pada Sub-Bab Saran akan disampaikan bebeirapa saran

dari penulis terkait hasil penciitian ini.



BAE II

PROSEDUR PENCATATAN PERCERAIAN

A. Prosedur Pencatatan Perceraisn menurut Kompilasi Hukum Islam

1.

Pengertian Perccraian

Ainir Wuruddin dan Azbari Akaai Tarigan dalam bukunya “Huxum
Perdata Isltm di Indonesia : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari
Fikif, UU No 1 Tahun 1974 sampai Kompilasi H:tkum [slam” mengartikan
porceraian scbagal lnstitusi vang diglnakan untuk mclcpaskan scbuall iKata
pcrkawinan.’ Karcna perkawinan dalam Islam  dapat diputuskan olch
beberapa perkara scbagaimana yang tclah discbutkan dalam Pasal 113
Kompilas: Hukumr Islam bahwa perkawinan dapat putus karena tiga hal,
yaitu kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan,”

Undang-undang yang dijadikan scbagai dasar hukum perceraian adalah
Undang-undang No | Tahun [974 tentang Perkawinan dan Peraiuran
Pemcrintah No 9 Tahun 1975 yang mcrupakan Pelaksanaan Undang-undang
perkawinan tcrsebut, serta Kompilasi Hukum Islam yang merupakan dasar

i Yoo VT o NT iy Vi Aot ot comin g bioin iy gima o 1ol aiag
11UKUI Dagl vwaigd I\ugmd 1i1G0iC3iA Faiig vClagaliia 1S1ainl.

U Amir Nuruddin, Azhari Akaml Tarigan, Hukum Perdata Islam di indonesi:: Studi  Xritis
Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1i974 sampai K HI, (Jakarta:Kencana, 2004), 207

? Undang-undang Perkawinan di Indoucsia, (Surabaya: Arkola), 216

18
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Discbutkan dalam Pasal 114 Pcraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975
bahwa putusnya perkawiran yang discbabkan oleh percevaian itu bisa tevjadi
karcna talak atau berdasarkan gugatan perccraian.® Talak berarti perecraian
yang diprakarsai langsung olch pihak suami dengan menyatakan ikrar talak di
depan Majelis Hakim Pengadilan Agania, scdangkan gugatan perceraian
diartikan scbagai perccraian yang dipclopori olch pihak istri dengan
megajukan gugatan perceraian agar ikatun perkawinan antara pasangan suami
dan istri tersebut dapat diakhiri.

Di dalam buku “Posisi Perempuan dalam Hukum Islam di Indonesia”
karya Ratnia Batara Munti dan Hindun Anisah discbutkan baliwa perceraian
(talag) merupakarn hak mutlak  dari pihak  suami untuk memutuskan
hubungannya dengan istrinya.* Sedangkan gugatan perccraian yang diajukan
oleh pihak istri kepada Pengadilan Agama agar ikatan pcrkawinannya dengan
suaminya dapat ditetapkan berakhir olech Pengadilan Agama adalah hak
seorang isiri.

Olch karcna perceraian merupzkan salah satu dari tiga hal yang dapat

menyebabkan putusnya hubungan perkawinan®, maka hubungan suami isiri

* Ibid,

"4 Ratna Batara Munti, Hindun Anisah, Posisi Perempuan dalam Hukum fslam di Indonesia, (Jakarta;
.BH-APIK Jakarta, 20085), 79.

5 Ghazaly, Abd. Rohman, Figh Munakah, (Yakarta: Kencana 2008) 10}
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yang tcrjalin dalam suatu ikatan suaci perkawinan dapat bcerakhir dengan
terjadinya perceraian terscbut.

Pada dasamya perkawinan merupakan sua.tu ikatan yang kuat dan <uci,
sehingga perkawinan yang mercka jalankan akan menjadi scbuah ikatan vang
tidak dapai dijadikan balian pormainan dan menjadi suaiu ikaian crat yang
dalam Islam dikenal dengan istilah “Misigan Galiza” (ikatan yang sangat

kuat) sebagaimana yang tcrtuang dalam Surat 2/-Nisa"21 berikut :°

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian
kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suanii-
isterl. dan mercka (isteri-isterimu) lefah mengambii dari kamu
Perjanjian yang kuat”’

Bahkan Undang-undang No. | Tuhun 1974 tentang Perkawinan
menycbutkan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan lahic batin antara
scorang pria dan scorang wanita scbagai suami istri dengan tujuan
membentuk kesluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kckal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa.®

Dengan - dilaksanakauiya  akad  porkawinan, maka  akao terjadi

penggabungan dua individu yang scmula tidak ada_ikatan kekeluargaan,

S Amir Nuruddin, Azhari Akaml Tarigan, Hukum Perdata Isiam dJi Indonesia; Studi Kritis
" =Perkembangan Hukum Islam dari Fikih. UU No. 171974 sampai KHI, (Jakarta:Kencana.2004). 206

7 Departemen Agama R1, A/-Quran dan Terjemahnya(Surabaya:CV.Jaya Sakti.1989). 120
YUU Perkawinan di Indonesia,(Surabaya: Arkola, t.1). 5
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menjadi satu bagian dalam kcluarga yang tidak terpisahkan yang akan hidup
berdampingan dalam menempuh bahtcra kehidupan. Oleh karena itu, dalam
prosesi akad perkawinan diperfukan adanya pi‘oscdur yang harus dipeauhi
untuk mengukuhkan status hukum dilaksanakannya perkawinan terscbut.”
Akan ictapi dengar adanya porcoraian, maka ikatan yang suci dan
sakral tcrschut dapat diputuskan. Olch karena perceraian dalam Islam ini
dapat diputuskan meskipun merupakan suatu ikatan yang suci dan kuat,
maka hal inilah yang membedakan antara agama Islam dan agama lain
seperti Hindu dan Kristen yang menyakralkan perkawinannya sebagai suatu

oy . IR ) . 1 10
tkatan yang tidak dapat dipuluskan.

Tata Cara Perceraian

Pada pasal 115 Konipilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa Pzrceraian
hanya dapa. dilakukan di depan sidang  Pengadilan Againa sctclah
dilaksanakan upaya untuk damai oich Majelis Hakim Pengadilan Agama
tersebut ramun tidak berhasil."!

Mengenai alasan-alasan perceraian, pasal 116 menycbutken bahwa

perceraian dapat terjadi karcna beberapa alasan antara lain'%:

* Masjkur Anhari, Usaha-usaha unruk  Memberikan Kepastian  Hukum  dalam  Perkawinan,
(Surabaya:Diantama,2006), 5

.10 Nuruddin, Tarigan, Hukum Perdata, 207

" Undang-undang Perkawinan di Indoncsia, 216

2 jbid.



22

a. Salah satu pihak berbuat zina atau pcmabuk

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak

turut tanpa izin

lain scluma dua tabun berturut-

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau lebih berat

=

Sclain itu, UU No. 7 Tahun 1989
proscdural pengajuan perkara perceraian

secara ringkas, proszdur pengajuan perkara

Salul salu pihiak mciakukan kehcjaman atau penganiayaan berat.

Juga mencrangkan sccara rinci
ke Pengadilan Agama. Adapun

perceraian di Pengadilan Agama

tersebut aapat tergambarkan nada bagan pengajuan perkara berikut ini';

Ketua PA -
.—.l J
P'- 5 /D Lot 7
chnggugat/ Peimonoi ( /
Pani Majelis Hakim dan
anitera > . .
Panitera Sidang

W. Panitera ﬂ\

P

-

N )
chamtcraag(ggﬂan/i’crmoh

/ :
nan
T ———

\ 4 / N D[

Ny kepa-

»  Kasir » Mejall

A

A

Mejalll =

il

—

;/%7— wmum

Penggugat/Pemohon '__Tergugatfl' ermohon

Instansi Terkait (PPN,
PPAIL) Pihal: ketiga dli

1} . . . g .
Fakultas Syari*ah IAIN Sunan Ampel, Pedoman Praktikum Peradilan Agana, (Surabaya, Pcverbit

tak. Syari’ah, 20i0), i6



23

Pada  waktu Pcmohon/Perggugat  menghadap  di Mcja 1,
Pemohon/Pengugat membawa surat gugatan/permohonan. Dalam hal ini
Meja [ bertugas menerima surat gugatan dan ‘pcrmohonan yang selanjutnya
mer.aksir panjar biaya perkara dan membuat surat kuasa untuk meinbayar
(SKUM). Sciclalr itu, Penggugat/Pemohion membayar uang panjar viaya
perkara yang tezcantum dalam SKUM ke Bank',

Tahap sclanjutnya Kasir yang masih tergolong Mcja I menerima slip
pembayaran uang yang diserahkan Penggugat/Pemohon dan membukukannya
dalam Buku Jurnal keuangan perkara. Dan selanjutnya Pemegang kas
menycrahkan berkas perkara kepada Penggugat/Pemohon agar didaftarkan

15 - re

kepada petugas meja 11 . Di Mecja II, Pegawai akan mendallar gugatan dalam
register dan memberi nomor perkara kspada surat yang masuk sesuai nomor
SKUM dan surat gugatan/permohonan akan diserahkan kepada Ketua melalui
Wakil Panitera dan Panitera.

Sctelah diperiksa, Ketua Pengadilan Agama akan membuat Penetapan

Majelis Hakim (PMH) dan menycrahkan berkas kepada Majelis Hakim

selambat-lambatnya tiga hari scbelum hari sidang melalui Panitera.

' Mahkamah Agung Rl, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan,(Jaarta:

Mahkamah Agung Ri,2002), 40
¥ 1bid. 41
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Penunjukan Panitcra sidung dilakukan olch Panitera scsaat sctclah berkas
diperiksa oleh Ketaa PA'.

Tugas Majelis Hakim adalah Membuat Penetapan Hari Sidang (PHS)
dan perintah memanggil para pihak oleh Jurusita/Jurusita Pengganti
selambat-lambatnya 7 hari sciclal berkas diterima'’. Taliap pomeriksaan
perkara dan penyidangan discrahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang
terdiri dari 3 orang Hakim dan dibantu olch scorang Pantcra Sidang/Paritcra
Pengganti'®.

Scteclah perkara sclesai disidangkan, maka berkas perkara yang tclah
diputus terscbut diserahkan kepada Petugas Meja 111 untuk diberitaliukan
kepada pihak yang tidak hadir lewat Jurusita dan diserahkan pula kepada
Meja Il dan Kasir yarg berhubungan dengan tugas mereka. Selambat-
lambatnya 30 hari setelah putusan terscbut mempunyai kekuatan hukum
Panitecra Pengadilan atau Pejabat yang ditu:juk berkewajiban menyerahkan
salinan puiusan kepada Pegawal Pencaial Nikall iempal  perkawinan
dicatatkan'’, Sectelah pemberkasan perkara(minutasi) sudah selesai, maka

Panitera Muda Hukum berkewajiban mengarsipkan perkara-perkara yang

telah diputus oleh Majelis Hakim tersebul sesuai dengan nomor perkaranya.

' Fakultas Syari’ah TAIN Sunan Ampcl, Pedoman, 17

' Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta:PT.RajaGrafindo Persada,2007). 134
18 -
1bid. 83

10 . . . . . -
“Team Media, Amandemen., 07
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discbutkan bahwa sctiap talak yang dijatuhkan olch Pengadilan Agama
adalah talaq Ba’in sugro.™
b. Khulw’

Khulu’ adalah penyerahan harta yang dilakukan oleh istri untuk

.....

mencbus dirinya dari ikatan suaminya™. Dalaw hal ini istii yaug ingin

memisahkan  diri  duri suaminya  dapat meminta suaminya uniuk

menccraikan dirinya dengan cari. memberikan tebusan kepada suami

terscbu!. Para Imam Mazhab scpakat bahw: scgala sesuatu yang

dijadikan mahar dapat dijadikan tcbusan. Hal ini didasarkan nada Surat

al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi™ :

s 1505 OF 480 o Y3 sy 20,23 51 Oyaay et o6 Syl
2 b2t © Jo V3 Sy mu,tS 5l Byl B oun 3

P % e e ¢ G - <, °% 04 g 0 2%

MO il 3005 18 YT 2 OB Al 3,05 g 3T Busg Oy & & AL

- % ¢ P o .,% . 1. L 4-

st 3538 AR5 055 WBeA8E o Al Bl b g Sodsh i ugle ]

St 4b &idyls

Artinya : “Talak (yang dapat dirujuki) dua xali setelah itu boleh rujuk

lagi dengan cara yang ma'rif atau menceraikan dengar cara

yang baik. Tidak halal bayi kamu mengambil kembali sesuatu

dari yang iclah kamu berikan kepada ricrcka, kecuali kalau

keduanya hawatir tidak akan dapat menjalankan  huokum-

huknum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (svami

isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka
tidek ada ('osa stas xeduanya tentang bayvaran Yang diberikan

2 Abdurrahman, Kompilasi, 174

TB Mugniyyah, Muhammad Jawad, al-Figh *Ala al-Mazahib al-Arbu ‘ah, ter.Masykur A.B et al, righ
Lima Madzhab, (Jakarta:l.entera,2008),456

M AL-Mamdani, Ricalah, 262



C.

27

olch isteri untuk mencbus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah,
maka jangunilah  kamu  melenggarnys.  Barangsiapa  vang
melanggar hukum-hukum Allah mercka itulah orang-orang
—r. 9028
yang zalim".
Fasakh

Amir Syarifuddin dalam bukvnya “Hukum Perkawinan Islzm di
Indonesia’ mengartikan fasakh scbagai suatu pembatalan ikatan
pernikahan oieh Pengadiian Agama berdasarkan tunivian isiri alau suami
yang dapat dibcnarkzan Pengadilan Agama atau karena pernikahan vang

. . o 20
terlanjur menyalahi hukum pernikahan.

Adapui alasan yaing dapat mcinycbabkan terjadinya fisakh antara
lain karena syigaq (percckeokan) suami istri, fasakh karena cacat, fisakh
karena suami tidak mampu memberi natkah, fasakh karena suami gaib,

r_ 7 A . s 1 E] . . 7.7 h . .

fasaki karcna melanggar perjanjian dalam perxawinan.”’ Dalam hal ini
o .

suami tidak bolch ruju’ dengan iswrinya dalam kcadaan ‘iddah, schingga

ketika suami ingin kembali dengan istrinya harus melakukan akad nikah

batu.

* Departemen, Al-quran, 55

* Syarifuddin, Hukum Perkawinan, 242

27 1bid. 252
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4. Akibat Hukum Perceraian

Hubungan perkawinan vang tclah putus antara suami dan istri dalam
segala bentuknya akan mempunyai akibat hukum sebagai berikut :2*

a. Hubungan antara kcduanya sudah putus scbagaimana orang asing yang
bukan mahram yang tidak boich saling memandang dan bergaul
scbagaimana suami istri lagi.

b. Kcharusan memberi mut’ah yang berupa pemberian suami kepada istri
yang diccraikannya. Ulama’® Jumbhir berpendapat bahwa rmut’ah hanya
untuk perceraian yang inisiatithya dari suami.

¢. Mclunasi hutang yang wajib Jibayarnya dan belum dibayarnya selama
masa pcerkawinan.

d. “7ddahbagi istri yang diceraikan suaminya.

¢. Pemcliharaan terhadap anak (fadinah).

Dengan dibetlakukannya Hukum Islam yang di Indoncsia dirangknm
dalam Kompilasi Hukum Islam, memperlihatkan bahwa proses perceraian di
Indonesia semakin diperketat. Hal ini merupakan upaya untuk menghormati
derajat dan martabat kaum wanita dan untuk men ghindarkan penggunaan hak
cerai scmena-mena dari pihak suami yang tidak bertanggungjawab.”’ Selain

itu, dari proses yang ditcrapkan dalam pclaksanéan perceraian tadi juga

- ™ Ibid 301

29
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menunjukkan bahwa Hukum Islam, khususnya yang diformulasikan dalam
bentuk Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sangat menghormati dan

. . 30
raengagungkan ikatan perkawinan tersebut.

Prosedur Pencatatan Perceraian

Padz pasal 147 (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa Panitera
Pengadilan Agama  berkewajiban  mengirimkan  schelai salinan Putusan
Pengadilan Agama yang tclah mempunyai kckuatan hukuin tctap tanpa
materai kepada Pegawai Pencatai Nikah yang mewilayahi tempat tinggal
istri untuk diadakan pencatatau.®’

Sclanjutnya diterangkan juga pada pasal 147 (4) bahwa Panitera
Pengadilan Agama membuat catatan dalam ruang yang tersedia pada Kutipan
Akta Nikah yang bersangkutan bahwa mereka telah bercerai. Catatan
terscbut benisi tentang tempat terjadinya dan tanggal perceraian, nomor dan
tanggal surét putusan serta dibubuhi tanda tangan Panitera.*?

Tidak ada penjelasan tentang sanksi atas kelalaian Panitera dalam
mengirimkan salinan putusan tersebut, namun pada ayat berikutnya

dijelaskan bahwa kelalaian megirimkan salinan putusan tersebut menjadi

30 Anhari, Usaha-usaha., 34

"+ ' Undang-undang, 226

32 1bid,
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témggung jawab Panitcra yang bersangkutan, apabila yang demikian itv
mcngakibatkan kerugian bagi bekas suami atau istri atau keduanya.>
Mengenai tata cara dan proscdur Pencatatan Perceraian selanjutnya
lebih banyak diatur dan diterangkan pada Pcraturan Pemerintah No ¢ Tahun
1975 dan Undang-undang Pcradilan Agama, scrta Peraturan Menteri Agama
tentang Pencaiatan Nikah yang akan dibahas lebih lanjut pada sub-bab

berikutnya.

B. Pencatatan Perceraian Menurut PP. No. 9 Tahun 1975
1. Tata Cara Pcrcéraian

Pada dasarnya ada beberapa Peraturan perundang-undangan yang
mengatur tentang Perccraian di Indonesia. Pasal 39 Undang-undang No. |
Tahun 1974 tentang Perkawinar menyebutkan bahwa Perceraian hanya dapat
dilakukan di depan Pengadilan. Ketentuan tersebut juga disebutkan dengan
rumusan yeng sama dalem Pasal 65 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Pe:adilan
Agama dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam™,

Ketika dalam Hukum Islam para Ulama Mazhab (Mazhab Syarfi iyyah,
Hanabilah, Hanafiyyah dan Malikiyyah) sepakat bahwa kekuasaan untuk

menceraikan adalah hak mutlak suami®>’, maka tidak deinikian yanyg berlaku

3 Ibid.
- 4 Syarituddin, Hukwm Perkawinan, 227

s . . ..
** Munti, Anisali. Posisi perempiian, 79
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di Indonesia. Karena ketentuan bukum perceraian di negara kita memberikan
hak juga kepada scorang istri untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan.
Ketentuan inj termuat dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975
tentang Pelaksanaan UU No, | Tahun 1974 tentang Perkawinan®,

Dalam hal pengajuan perccraian ke Pengadilan Agama, terdapat
ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam yang mensyaratkan adanya alasan
yang cukup untuk berceraj, Diantaranya dengan alasan salah satu pihak
berbuat zina atay pemabuk dan laig scbagainya yang sukar disembulikan,
mendapatkan  hukuman penjara 5 tahwun  dan alasan-alasan lzinnya

sebagaimana termak:ub dalam Pasal 116 Xompilasi Hukum Islam® 7,

tersebut, telah diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975 mulaj Pasal 20 sampai
dengan Pasa] 363

Di dalam Syrat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2010
disebutkan bahwa salinan Putusan Pergadilan Agama harys dikirimkan
kepada Penggugat dan Tergugat atau P2mohon dan Termohon dalam Jangka
waktu 14 hari setelal dibacakan Putugun iersebut. Jika hal ity tidak

dilaksanakan maka pihak Pengadilan ¢kap terkena sanksi administrasi dari

% Lihat Pasal 20 PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 73 UU No, 7 Tahun 1989
3 Munti, Anisah. Posisi Perempuan, 77
® Ibid, 229
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Mahkamah Agung®. Hal ini merupakan peraturan baru yang dietur olch
Mahkamah Agung demi teriaksananya kepastian  hukum yang tidak

merugikan semua pihak yang bersangkutan,

Prosedur Pencatatan Perceraian

Sebelum lebih javh membahas tentang prosedur pencatatan perceraian
menurut PP No 9 Tahun 1975, terlebih duhulu akan penulis paparkan sekilas
tentang scjarah perccraian di Tudonesia. Ketika berbicara tentang scjarah
perkembangan perceraian di Indoncsia, maka hal itu tidak dapat terlepas dari
scjarah Bcrdirinya Kantor Urusan Agama dan dibentuknya Pengadilan Agama
dalam menangani perkara perceratan.

Dalam catatan scjarah disebutkan bahwa sejak kemerdckaan Negara
Kesatuan Republik Indonesia, terdapat dua lembaga yang mcnangani
masalah perceraian, yaitu Kantor Urusan Agama yang berada di bawah garis
struktural kelembagaan Departemen Agama yang saat ini berubah nama
menjadi Kementerian Agama dan Pergadilan Agama yang pada saat ini
menangani perkara pereeraian bagi Warga Negara Indoncsia yang berazama
Islam®.

Keputusan Menteri Agama (KMA) No.517/2001 dan PMA No.11/2007

menycbutkan bahwa Kantor Urusan Agama merupakan unit ketrja terdepan

¥ M. Munir, Wawancara, Surabaya, 6 April 2010

Y40

Hisako Nakamura, Javanese divorce, Terjm. Zaini Ahmad: Perceraian ¢ Jrang Jawa, (Yogyakarta:

Gadjah Mada University Press, 1991), 109
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Departemen Agama yang melaksanakan sebagian tugas pemerintah di bidang
Agama Islam, di wilayah Kccamatan®'.

Scbagai instansi Departerncn Agama yang mempunyai hubungun
langsung dengan masyarakat, Kantor Urusan Agama mempunyai peran
antara la:n adalah:

I. Pclayanan bidang administrasi NTCR, kemasjidan, perwakafan,
bimbingan keluarga ~sakinaf, zakat dan ibadah sosial.

2. Peclayanan bidang kepenghuluan.

3. Pelayznan bidang perkawinau dan keluarga sakinah.

4. Pelayanan bidang peiwakafan.

5. Pelayanan bidang zakat dan ibadah sosial.

6. Pelayanan bidang keimasjidan dan kehidupan beragama.

7. Pelayanan bidang pangan halal dan kemitraan umat [slam.,

8. Penyuluhan dan sosizlisasi undung-undang perkewinan.

9. Pelayanan bidang perhajian.

Dari  sckelumit  scjaral singkat  keberadaan lcmbaga KUA dan
Pengadilan Agama terschut Soctojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan
dalam bukunya “Sejarah Perkcmbangan Hukum Perceraian di Indoncsia dan
Belanda” menyebutkan bahwa Sejarah Hukum Perceraian di Indonesia dapat

dikelompokkan menjadi 2 tahap. yaitu Perceraian scbelum berlakunya

4 Departemen Agama Rl, Peraturan Menteri Agama RI No. 11 Talhun 2007 tentang Pencatatan
Nikah, (Jakarta : Badan Litbang dan Diklat Pusdiklat T cnaga Teknis Keagamaan, 2007), 3
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Undang-undang No. | Tahun 1974 dan Perceraian setelah berlakunya
Undang-undang No. 1 tahun 1974 *?

Sebelum berlakunya UU No 1 Tahun 1974, negara kita menganut
beragam Hukum Perceraian. Hukum yang dianut tersebut berupa Hukum
Islam, Hukum Adat dan Hukum Barat (Gropa). Pasca Kemerdekaan,
Pemerintah Republik Indonesia memberlakukan Undang-undang Nomor 22
Tahun: 1946 tentang Pencatatan Nikah, »Talak dan Ruju. bagi para
masyarakat pribumi yang beragama Islam™.

Menurut Notosusznto, di indoncsia suami yang menjatuhkan talak
kepada istrinya harus memberitahukan hal tersebut kepada Kantor
Pencatatar  Nikah, Talak dan Rujuk untuk didaftar. Jika tidak
mendaftarkannya ke Kantor Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk maka zkan
dapat dipidana denda, meskipun talak yang dijatuhkan tersebu: tetap sah jika
memenuhi persyaratan mznurut syauri’ah.

Disctutkan pula dalam buku “Hukum Kekeluargaan Nasional karya

Sudarsono bahwa suami dan Istri yang telah bercerai di Pengadilan Agama

4 Soetojo Prawirvhamidjojo, Marthalena Pohan, Sefarah Perkembangan Hukwn Perceraian di
"+ Indonesia dan Belanda, (Surabaya:Airlangga University Press, 1996), 23, 135.

¥ Ibid. 25.
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atau kuasanya mendatangi Pegawai Pencatat Nikah untuk mendapatkan
Kutipan Buku Pendaftaran Cerai**.

Oleh karcna itu Soctojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan
dalam bukunya “Sejaral; Perkembangan Hukum Percergian di Indonesia dan
Belanda” menyebutkan bahwa Undang-undang terscbut hanya mengator
hal-hal yang bersifat administrati€ yang tiduk menentukan sah dan tidaknya
perkawinan dan perceraian®.

Scbagai lembaga yang menangaui masalah perkawinan dan pereeraian,
pada mulanya KUA mempunyai tugas yang berupa Pencatat "likah, Cerai
Talak dan Rujuk yang merupakan pelaksana dari Undang-undang Nomor 32
Tahun 1954, Seluruh kegiatan Nikah, Cerai, Talak dan Rujuk harus
dicatatkan pada lembaga tersebut. Salah satu peran KUA adalah sebagai
Badan Penasehat Perkawinan dan Penyclcsaian Persclisihan (BP-4). ladi
pihak yang akan menyatakan ikrar talak harus melalui tahapan konsultasi
terlebih dahulu dengan badan ini. Ketika tidak ada halangan maka ikrar talak
dilaksanakan di hadapan BDP-4. Akan tetapi jika masih ada hal yang

dipersclisihkan, maka perkara itu harus disclesaikan di PAY’.

“ Sudarsono, Hukum Kekeluargaan Nasional, (Jakarta:PT. Rincka Cipta, 1991); tulisan ini juga

terdapat dalam karya Sudarsono yang lain dalam bukunya yang berjucul “Hukum Perkawinan
Nasional, 118

4 Soctojo, Marthalena, Sejarah, 26
"+ % Mubarok, Peradilan, 161

* Nakamura, Perkawinan, 45
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Setelah diberlakukannya Urdang-undang Nomor ! Tahun 1974 entang
perkawinan maka perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang
Pengadilan. Hal ini dikarenakan keberadaan Undang-undang Nomor 32
Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk sudah tidak relevan
lagi dikarenakan UU terscbut kurang bisa incngatasi permasalahan yang ada
di masyarakat*®, Qlch karcna itu Undang-undang No. 1 Talun 1974 yang
memberikan wewenang penyelesaian perkaia perceraian kepada Pengadilan
Agama diprioritaskan agar dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang
banyak dialami oleh masyarakat luas, khususnya permasalahan perceraian.

Meskipun Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama tidak
mempunyai hubungan secara struktural, akan tetapi secara fungsional,
keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat*’. Karena salah satu pihak
menangani perkawinan dan yang lain menAangani perceraian.

Mengenai proscdur Pencatatan Perceraian, DALAM PP No 9 Tahuh
1975 tentang Pelaksanaan UU Ne. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikenal
istilah perceraian dan gugatan perceraian. Untuk rekapitulasi data perccraian

terscbut, Peraturan Merteri Agama No. 3 Tahun 1975 dikenal istilah buku

. Mubarok, Peradilan, 165

 Ibid 172
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Pendaftaran talak yang digunakan scbagai buku yang disediakan untuk
pencatatan talak yang disimpan olch Pegawai Pencatat Nikah(PPN)*°,

Tugas Pegawai Pcncatat Nikah adalah riencatat terjadinya perceraian
setelah menerima surat keterangan tentang térjadinya perceraian. Pada Pasal
I7 PP No. 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa pencatatan tersebut dilakukan
pada buku Pendaftaran talak sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Pcraturan
Menteri Agama No. 3 Tahun 1975%'.

Dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
2007 tcntan.g Pencatatan Nikah dan dalam PP No. 9 Tahun 1975 discbutkan
bahwa berdasarkan salinan Penctanan/Putusan Pengadilan, PPN yang
mewilayahi tempat tinggal istri berkewajiban mendaftar/mencatat setiap
peristiwa  perceraian dalum buky pendaftaran cerai talak atau buku
pendaftaran cerai gugat dan pada akta nikah yang bersangkvtan yang
ditaadatangani oleh Kepala KUA sebag:i PPN,

Sedangkan dalam PP No. 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa apabila
Perceraian terscbut dilakukan pada dacrah hukum yang berbeda dengan
dacrah hukum Pegawai Pencatat dimana pcrkawinan dilangsungkan, maka

salinan putusan yang tclah mewpunyai kekuatan hukum tersebut oleh

* 1dris Ramulyo, Hukum Perkavrinan Islam: Suatu Analaisi dari UU No, | Tahun 1974 dan KHI,
(Jakarta:Bumi Aksara, 1996), 211

-5 Ibid,

5 .
* Departemen Agama RI, Peraruran Menteri Agama, 12
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Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk dikirim pvla pada
Pegawai Pencatat Nikah dimana perkawinan tersebut dilangsungkan.
Kelalaian inengirimkan salinaa putusan tersebut menjadi tanggung jawab
Panitera yang bersangkutan apabila yang -demikian itu mengakibatkan
kerugian bagi suami atav isteri atau keduanya™.

Terdaput ketentuan baru bagi Pengadilan Agama yang beroda di
wilayah Jawa Timur dalam rangka memformulasikar kembali ketentuan yang
dimuat dalam PP No. 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam wentang
kewajiban Panitera PA untuk mengirim salinan putusan kepada KUA. Tugas
Panitera Pengadilan Agama bukan lagi mengirimkan salinan putusan
perceraian, namun cukup mengirimkan pemberitahuan perceraian ke KUA
dimana perkawinan tersebut dicatatkan®. Terkait dasar hukum yang
digunakan adalah Surat Edaran Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur
tentang Pemberitahuan Perceraian ke KUA tempat perkawinan dicatatkan
No. PTA.M/HK.03.4/2068/2002 jo No W13-A/2431/HK.03.5/X1/2006.

Selanjutnya ketika salah sztu pihak atau keduz belah pihak yang telah
bercerai hendak melangsungkan perkawinannya yang baru maka Pegawai
Pencatat Nikah membust cataian perubahan status pada buku pendaftaran

talak atau cerai®.

3 Undang-undang Perkawinan di Indonesic, 54
- ** Syahid, Wawancara, Surabaya, 17 Mci 2010

3 Departemen Agama RI, Peraturan Menteri Agama, 14



BASB IIT
PENCATATAN PERCERAIAN DI XUA KECAMATAN GURAH
KABUPATEN KEDIRI

A. KUA Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri
1. Kondisi Geografis Kantor Urusau Agama (KUA) Kecamatan Gurah
Dari scgi geografis Kecamatan Gurah yang merupakan wiluayah kerja
KUA Kecamatan Gurah terletak d: scbelah Timur Ibukota Kabupateu dengan

batas-batas wilayah sebagai berikut:'

Sebelah Timur : Kecamatan Plosoklaten dan Pare
Sebelah Barat : Kecamatan Gampengrejo dan Pagu
Sebelah Utara : Kecamatan Pare dan Pagu

Sebelah Selatan : Kecamatan Wates dan Plosoklaten

Sumber daya alam yang ada di Kecamatan Gurah antara lain padi,
Jjagung, tcbu, ketela pohon, dan ada Juga usaha pcnambangan pasir. Mata
pencaharian penduduk terdiri dari Petani, Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI,
POLRI, dan Pedagang. Bahasa yang dipergunakan dalam kehidupan sehari-
hari adalah bahasa Jawa dan bahasa Nasionél (Indonesia). Dari segi kondisi

geografisnya, Kecamatan Gurah terletak di dataran rendah yang scbagian

"KUA Kecamatan Gurah,Profil KUA Kecamatan Gurah, (Kediri: KUA Kecamatan Gurah, 2009), 5

39
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besar bermata pencaharian tani, schingga tampak budaya kekeluargaan dan

gotong royong.2

Kantor Urusan Agama Kccamatan Gurah mempunyai  visi  yaitu
menjadikan agama scbagai landasan moral serta inspirator dan motivator
dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara guna mewujudkan

masyarakat Kecamatan Gurah yang berakhlak mulia, maju, mandiri, berdaya

Sedangkan misinya adalah meningkatkan  kualitas  pelayanan,
pemahaman, penghayatan dan pengamalan moral dan etika yang berdasarkan

agama serta penghormatan atas keanekaragaman keyakins~  keagamaan

a. Peningkatan Pelayanan Prima dalam kehidupan beragama:
1) Pelayanan pencatatan Nikah Rujuk.
2) Pembinaan dan pengembangan Keluarga Sakinah.
3) Pelayanau sertifikasi tanah waka® |
4) Sosialisasi dan pembinaan Jaminan produk halal.

5) Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang kemasjidan.

3 Ibid, 14

2. Visi dan Misi KUA
saing, damai dan sejahtera.’
melalui :
.. ' 1bid 6
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b. Peningkatan pendavagunaan dan pengembangan sumber daya rnanusia
(SDM) bagi aparatur pegawai.

¢. Peningkatan pemahaman, penghayatan dan pengembangan rilai-nilai
keagamaan pada masyarakat.

d. Pengembangun lembaga-lembaga sosial keagamaan.

¢. Peningkatan kerukunan umat beragama.

3. Tugas Pokok dan Fungsi KUA
a. Tugas

Tugas Kantor Urusan Agama Islam (KUA) menurut Peraturan
Menteri Agama Nomor: 11 Takun 2007 Tentang Pencatatan Nikah
adalah terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 yang berbunyi
“Kantor Urusan Agama Islam yang selanjutnya disebut KUA adalah
instansi Departemen Agama yang bertugas melaksanakan scbagian tugas
Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama

Islam dalam wilayah kccamatan™.*

b. Fungsi
Untuk menycienggarakan tugas pokok tersebut di atas, KUA
mempunyai fungsi :

1) Mcnyelenggarakan statistik dan dokumentasi

"= “*Kantor Urusan Agama, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2009,(Kediri: Kantor
Urusan Agama, 2010}, 2
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3)
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Menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan,
pengetikan dan Rumah Tangga KUA.

Melaksanakan pencatatzn NTCR, mengurus dan membina masjid,
zakat, wagqaf, ibadah sosial, kependudukan dan kesejahteraan
kelvarga. Sesua’ dengan kebijaksanakan yang ditetapkan olch
Direktvr Jendral Bimbingan Masyarkat Islam dan berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlakn.’

4. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

D

2)

3

4)

Meningkatkan hubungan yang harmonis dan koordinatif antar
aparatur / pegawai di KUA Kecamatan Gurah.

Meningkatkan kualitas dan ski/ individu pegawai terutama dalam
bidang Nikah, Rujuk, Zakat, Wakaf, Ibadah sosial, dan admiunistrasi
perkantoran modern.

Meningkatkan hnbungan lintas sektoral yang harmonis dan dinamis
dengan instansi terkait, ormas-orrmas dan lembaga-lembaga -
keagamaan yang ada di Kecamatan Gurah.

Meningkatkan sarana prasarana  serta mengefektifkan  fungsi
pelayanan kepada masyarakat menuju pelayanan prima yang lebih

profesional.

5 Ibid. 3
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5) Mecningkatkan  pclayanan kehidupan umat Ueragama serta
memantapkan kualitas pemahaman, penghayatan dan pengamalan

ajaran agama.’

Sasaran

1) Terciptanya kedisiplinan, etos kerja dan produktifitas kerja pegawai
yang meningkat dan lebih profesional,

2) Terwujudnya spesialisasi xuelitas skil individu pegawai dalam
bidangnya.

3) Terjalinnya kerjasama yang sinergis dengan instansi terkait, ormas-
ormas dan lembaga-lcmbaga keagamaan sehingga terjadi ketcrpaduan
program kerja.

4) Terpenuhinya sarana dan prasarana kcagamaan dan perkantoran serta
terwujudnya cistem manajemen pelayanan yang baik guna memberi
kemudahan pelayanan kepada masyarakat.

5) Terciptanya pelayanan prima terhadap kehidupan umat beragama

melalui pemahaman, pcnghayatan dan pengamalan ajaran againa.’

“+ $Kantor Urusan Agama, lrofil, 15

7 Ibid,
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Adapun data Pcgawai KUA Kccamatan Gurah Kantor Depag

Kabupacen Kediri Tahun 2009 adalal: scbagai berikut:*

NO NAMA DAN NIP JABATANDAN | ALAMAT RUMAH DAN
T™MT NOMOR HP
I N ADHIRIN, S.Ag KEPALA KUA Dsr:n. Ngrembang ADesa\
TMT. 2006 Rejoagung  Kec.  Ngoro
NIP. 19701005 20003 1 Jombang
001 Telp. Rumah. (0321)
6259957
Telp. HP. 081335214388
2 | Sabet Mudloffar,S. Thi Penghulu Pertama Ds. Keling Kce. Kepung
TMT. 2008 Kab. Kediri
32;’ 19800220 200501 1 Telp. HP. 085 649 679 030
3 | SUJARWO HONORER Dsn. Kauman Ds./Kec.
NIP. - TMT. 1986 Gurah Kab. Kediri
PTT Telp. HP. 085 235 682338
4 | SUDARMIATI, S.Ag HONOREK Ds. Wonojoyo Kec. Gurah
NIP. - TMT. 1994 Kab. Kediri
SUKWAN Telp. HP. 081 259 272 868
5 | Mochamad Luay | Tenuga Kebersihan | Dsn.  Kauman Ds./Kec,
Miftachul Ulum TMT. 2009 Gurah Kab. Kediri

B. Pelaksanaan Pencatatan Perceraian di KUA Kec. Gurah Kab. Kediri

Dari hasil wawancera penulis dengan  Pegawai  Pengadilan Agama

Kabupaten Kediri dapat disimpulkan bahwa sctelah perkara perceraian yang

diajukan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri diputus dan telah meinpunyai

kekuatan hukum, Panitcra Muda Hukum berkewajiban  merapersiapkan

 Ibid. 3
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pcmbuatan surat pemberitahuan terjadinya perkara perceraian ke tcmpat dimana
perkawinan itu dicatatkan.’

Berdasarkan letak wilayahnya, perkaca-perkara yang sudah putus tersebut
dipisah-pisahkan dan dimasukkan ke dalam amplop yang isinya bisa lebih dari
satu surat pemberitahuan perkara perceraian. Sedacgkan terkait isi dan format
surat pemberitahuan tersebut, Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten
Kediri Singgih Setyawan menyebutkan bahwa hal tersebut sudah ditentukan oleh
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang tertuang dalam surat Edaran dari PTA
Provinsi Jawa Timur tersebut.'® Surat Gderan tersebut juga merupakan Dasar
Hukum yang dijadikan landasan seluruli Pengadilan Agema di Jawa Timur dalam
mengirimkan pemberitahuan perceraian ke KUA tempat perkawinan pihak yang
bercerai tersebut dicatatkan. |

Dalam Surat Edaran dari PTA Jawa Timur dinyatakan bahwa
pemberitahuan perceraian kepada KUA tidak perlu mengirimkan Salinan
Putusan dari Majelis Hakim yang menyidangkan perceraian tersebut
sebagairﬁana yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
Akan tetapi pemberitahuan cukup dengan mengirimkan surat pemberitahuan
telah terjadiaya perceraizn antara pihak-pihak yang bersangkutan tanpa

melampirkan Salinan Putusan dari Majelis Hakim Pengadilan.!" Ketentuan

® Singgih Setyawan, Wawancara, Kediri, 15 April 2010
" Y Ibid
" Ibid.
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Hukum inilah yang dijadikan dasar Pengadilan Agama Kabupaten Kedir§ dalam
mengirimkan surat pemberitahuan perceraian kepada KUA Kecamatan Gural).

Dalam surat pemberitahuan perceraian yang dikirim cleh pihak Pengadilan
Agama kepada KUA dimuat keterangan bahwa tclah terjadi perceraian antara
pihak-pihak yang bersangkutan dengan discrtakan pula Nomor Aktc Nikah
antara keduanya beserta tempat dimana perkawinan teisebut dicatatkan. Surat
tersebut dikirimkan kepada KUA sctclah pereeraian yang dimaksudkan telah
mempunyai kekuatan hukum yang pada sisi bawah kiri surat tersebut ditulis
tembusan surat kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang membawahi
KUA tersebut.'

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pegawai Pengadilan Agama
Kabupaten Kediri dapat disimpulkan, bahwa Pengadilan Agama yang
bersangkutan wajib memberikan pembcritahuan kepada KUA dij wilayah
kecamatan tertentu secara rutin tiap oulan dalam bentuk rekapitulasi terjadinya
perceraian pada bulan terscbut. Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri,
pemberitahuan tersebut dilakukan sccara bersamaan antara beberapa KUA
Kecamatan yang saling berdekatan daerahnya agar mempermudah proses
pengiriman pemberitahuan tersebut. Scdangkar di Pcngadilaﬁ Agama Surabaya,
pengiriman pemberitahuan terjadiny perceraian dilakukan secara terpisah pada

masing-masing KUA Kccamatan.

12 Singgih Sctyawan, Wawancara, Kediri: 12 Februari 2010



47

Meskipun Surat Edaran dari PTA Jawa Timur yang menyatakan bahwa
pemberitahuan kepada KUA terkait terjadinya perceraian antara pasangan suami
istri tertentu itu dibuat olen Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur, akzn tetapi
ketentuan itu juga diberlakukan oleh scluruh Pengadilan Agama di wilayah
kekuasaan Pcngadilan Tinggi Agama Jawa Timur dalam mengirimkan
pemberitahuan terjadinya perceraian vang pencatatan perkawinarnnya dilakukan -
di luar wilayah Jawa Timur. Hal ini karcna Surat Edaran tersebut memang
berlaku bagi semua PA yang ada di bawah garis fungsional dengaa PTA Jawa
Timur, meskipun surat pemberitahuan tersebut dikirim ke wilayah luar Jawa
Timur yang tidak mengikuti Surat Edaran terscbut.'

Di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahma 2010
disebutkan bahwa salinan Putusan Pengadilan Agama harus dikirimkan kepada
Penggugat dan Tergugat atau Pemolion dan Termohon dalam jangka waktu 14
hari setelah dibacakan Putusan tersebut. Jika hal itu tidak dilaksanakan maka
pihak Pengadilan akan terkena sanksi administrasi dari Mahkamah Agung.'* Hal
ini merupakan peraturan baru yatig diatur oleh Mahkamah Agurg demi
terlaksananya kepastian hukum yarg tidak merugikan semua pihak yang

bersangkutan. Dalam kaitannya dengan Surat Edaran baru ini pihak Pengadilan

- B Syarif, Wawancara, Surabaya: 17 Mci 2010

M, Munir, Wawancara, Surabaya, 6 April 2010



48

Agama Kabupaten Kediri masih belum scpenuhnya mercalisasikannya karena
Surat Edaran ini masih dikeluarkan Mahkamah Agung pada awal tahun 2(10.

Sebagaimana termaktub dalam ketentuan Peraturan Menteri Agama RI
Nomor 11 Tahun 2007 bahwa Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang mewilayahi
tempat tinggal istri berkewajiban mendaftar atau mencatat setiap peristiwa
perceraian dalam Buku Pendaftaran Cerai Talak atau Cerai Gugat berdasarkan
sz;linan Penctapan Pengadilan. Dalam hal ini PPN yang ada di KUA Kccamatan
Gurah harus bersifat pasif yang hanya dapat incnerima kiriman nemberitahuan
terjadinya perceraian dari pihak PA Kabupaten Kediri tanpa bisa bertindak lebih
jika pemberitahuan perceraian tidak dikivin oleh PA.Y

Peristiwa Perceraian yang berlangsung di Pengadilan Agama Kabupaten
Kediri, terkadeng perceraiannya diberitahukan ke KUA dan terkadang tidak
dikirimkan, schingga pihak Kantor Urusan Agama tidak mempuuyai jumlah pasti
tentang perceraian. Sedanglkan jumlah yang diterima oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan Gurah dari Pengadilan Aguma selama tahun 2009 adalah peristiwa
Talak berjumlah 16 peristiwa dan Ce:ai berjumlah 14 peristiwa.'

Kurang maksimalnya pencatatan perceraian oleh Pegawai Pencatat Nikah

di KUA disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:'?

3 Nadhirin, Wawancara, Kediri, 01 Februari 2010

' Kantor Urusan Agama, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Peoner;ntah 2009,(Kediri- Kantor

- - Urusan Agama, 2010), 4

17 Nadhirin, Wawancara, Kediri, 01 Februari 2010
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1. Pengiriman berkas pemberitahuan perceraian dari pihak PA kepada KUA
melalui sarana Pos yang dapat mengakibatkan berkas-berkas tersebut
dimungkinkan terbengkalai atau terjadi keterlambatan dalam pengiriman.

2. Sebagian perkara perceraian yang diputus di Pengadilan Agama tidak
diberitahukan kepada KUA tempat dimana perceraian itu dicatatkan.

3. Kurangnya kerjasama yang maksimal Jari pihak Pengadilan Agama dengan
KUA dalam hal proses pelaksanaan perceraian bagi masyarakat dan
warganya.

Dari data angka perceraian yang tc'ah penulis dapatkan dari penelitian di
Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang mewilayahi perceraian dari warga
Kecamatan Gurah, tercatat ada 163 perkara perceraian yang perkawinannya
dicatatkan di KUA Kecamatan Gurah. Dari 163 perkara perceraian tersebut
Cerai Gugat dari pihak istri mcndomirasi perkara perceraian tersebut dengun
prosentase 65 % atau sckitar 106 perkara dan Cerai Talak berjumlah 35 % atau
sekitar 57 perkara.'®

Data .ini terdapat perbcdaan dengan data yang ada di KUA Zecamatan
Gurah yang menyebutkan bahwa perccraian yang tercatat di KUA Kecamatan
Gurah berjumlah 30 perkara yang dicatatkan di buku Pendaftaran Cerai Talak
dan Cerai Gugat. Dari 30 perkara perceraian tcrscbut’ 16 perkara di antaranya

adalah perkara Cerai Talak dan 14 perkara Cerai Gugat. Dari sekian perkara

1% Kamali, Wawancara Kediri, 12 Februari 2010
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perceraian yang cicatat tersebut tidak hanya diputus di Pengadilan Agama
Kabupaten Kediri. Banyak juga perceraian yang diputus ¢i Pengadilan Agama
lain seperti Nganjuk, Pengadilan Agama Kota Kediri dan Pengadila. Agama _
lainnya.'®

Proses pencatatan Pevccraian di Buku Pendaftaran Cerai Talak dan Rujuk
di KUA dilakukar. berdasarkan pada surat pemberitahuan dari Pengadilan Agama
yang memutus perkara perceraian iCl'Scblll.Z() Schingga apabila pihak Pengadilan
Agama tidak mengirimkan pemberitahuan telah terjadi perceraian ke KUA
Kecamatan Gurah, maka pihak KUA tidak mempunyai kewenangan untuk
meminta surat pemberitahuan perceraian dari pihak Pengadilan Agama.?'

Data Jumlah Peristiwa Cerai (Carai Gugat), Talak Gan Rujuk Tahun 2009

yang diperolech penulis dari KUA Kecamatan Gurah terangkum pada tabel

berikut:*2
Jumlah Perkara Cerai, Talak dan Rujuk
Jenis gan [ Fob [ Mar [ Apr | Me [Jun T ul Agu | Sep | Okt | Nop | Des | Jumlah
i
Cerai | 3 o | - | - o7 1 - -1 14
Talak 4 2 J o o ) b o oo 1 3 -1 1 16
Rujuk | . - - - - - - - - - - - -
Jumlah | 5 | 18 | - -l -1 - ]-1 2 13|11 - 30

Sumber : Dokunientasi KUA Kec. Gurah

" KUA Kec. Gurah, Buku Pendaftaran Cerai Talak dan Rujuk, (Kedm:kUA Kec. Gurah, 2009)
2 Sudarmiati, Wawancara, Kediri, 13 April 2010

U Nadhirin, Wawancara, Kediri, 28 Januari 2010

2 KUA Kec. Gurah, Laporan.
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Dari sckian kasus perceraian vang berjumlah 30 perkara dalam satu tahun,
tercatat ada 24 perkara yang diputus di Pengadilen Agama Kabupaten Kediri
dengan rincian 14 perkara Cerai Gugat dan 10 perkara Cerai Talak. Scdangkan
yang 6 perkara lainnya diputus di Pengadilan sclain PA Kabupaten Ked:ri, yaitu‘
Pengadilan Agama Bangil, PA Purwakarta, PA Malang, PA Jakarta Seiatan dan
PA Kota Kediri yans semuanya adalah perkara Cerai 1'alak.*

Di Buku Pendaftaran Cerai Talak dan Cerai Gugat yang ada ai KUA Kec.
Gurah dicatat beberapa hal antara lain nama Peugadilan Agama yang memutus
perceraian, identitas pihak-pihak yang bercerai, dan tempat dimana perkawinan
tersebut dicatatkan.?* Setelah scmua sudah dicatatkan, di bawah catatan terscbut
dibubuhi tanda tangan Kepala KUA yang diberi stempel Kantor Urusan Agama
Kecamatan Gurah sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Republik Agama No.
11 Tahun 2007 scbagai bukti bahwa Kepala KUA mengerahui angka perceraian
yang ada di wilayah kerjanya.?

Berkaitan dengan kedudukan Kantor Urusan Agama sebagai Badan
Penasehat, Pembinaan dan Peclestarian Perkawinan (BP4), KUA Kecamatan
Gurah Kabupaten Kediri tidak baonyak menangani masalah konsultasi perzeraian
dari warganya. Tcrbukti dalam Jjangka waktu beberapa tahun terakhir, termasuk

tahun 2009, KUA tidak mencrima konsu{tasi perceraian dari warganva sama

» KUA Kec. Gurah, Buku Pendaflaran,
-« 2 Ibid,
2 Nadhirin, Wawancara, Kediri, 28 Januari 2010
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sekali. Hal ini dikarenakan menurut Kepala KUA setempat bahwa masyarakat
lebih cenderung menghadapi masalah rumah tangganya dengan keluarganya
maupun tetangga dekatnya saja, atau jikalau ada meminta nasehat kepada tckoh

masyarakat sckitar rumahnya saja.

C. Implikasi Hukum Tidak Dicatatkannya Perceraian di KUA Kec. Gurah Kab.
Kediri
Dari hasil wawancara penulis deagan Pcgawai Pencatat Nikah Xantor
Urusan Agama Kec. Gurah Kab. Kecdivi dapat disimpulkan bahwa implikasi
hokum tidak dicatatkannya perceraian i KUA Kec. Gurah Kab. Kediri antara
lain:2¢
1. Sulitnya pendataan secara jclas dan komprehensif tentang angka perceraian
di suatu wilayah KUA tcrtentu. Hal ini akan menghambat penda*aan angka
perceraian yang pada tiap akh'r tahun akan dibuatkan laporan jumlah
perceraian yang terjadi oleh KUA Kec. Gurah Kab. Kediri kepada Kantor
Kementerian Agama Kabupatca Kediri disamping juga laporan statistik
perkawinannya yang dirangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP). Padanal laporan Ini nantinya digunakan scbagai tolok ukur Xantor
Kementerian Agama Kab. Kediri dalam rangka turut scrta mensejahterakan
warga muslim yang akan menjadi salah satu balan dalam penyusunan

program kerja iastansi tersctut. Dan dalam jangka waktu tertentu data

® Ibid,
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perccraian terscbut juga diminta oich Pemerintah Kecamatan Gurah dan
nantinyz akan dilaporkan ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kedi.i untuk
didata jumlah perceraian tiap tahunnya

Perceraian yang tidak dicatatkan di KUA juga akan berdampak pada status
pasangan yang cclah bereerai terscbut di buku arsip yang disimpan oleh
KUA. Karcna jika tidak aca laporan dari pihak Pengadilan Agama atas
terjadinya perceraian antara pihak-pihak yang bersangkutan, status pasangan
terscbut tercatat masih dalam status pasangan suami istri di KUA vang
berpeluang salah satu piliak dari bekas pasangan tersebut akan dirugikan.
Dengan tidak dicatatkannya perccraian di KUA Kee. Gurah Kab. Kediri,
maka akan memberikan peluang tcrjadinya penggunaan Kutipan Akta Nikah
atau Duplikat Buku Nilah yang disimpan di KUA Fec. Gurah Kab. Kediri
bukan pada tempatnya untuk disclewengkan. Seperti contoh kasus ketika
salah satu pihak memiuta Duplikat Buku Pernikahan kepada KUA Kec.
Gurah Kab. Kediri yang bisa saja digunakan untuk mengurus kegiatan
perdata seperti jual beli tanah dan lain-lain dengan status masih menikah dan
berpotensi merugikan pihak yang lain, maka pihak KUA Kec. Gurah Kab.
Kediri akan mengizinkan pihak yang meminta duplikat tersebut untuk

menggunakan surat itu.



BAB IV
ANALISIS KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN PP NO 9
TAHUN 1975 TERHADAFP PELAKSANAAN PENCATATAN

PERCERAIAN Di KUA KEC. GURAH KAB. KEDIRI

A. Analisis terhadap Pencatatan Perceraian di KUA Kec, Gurah Kab. Kediri

Pada ketentuan Percturan Pemcerintah Nomor 9 Tahun 1975 maupun
Kompilasi Hukum Islam  disebutkan bahwa berdasarkan  Salinan
penctapan/Putusan Pengadilan, Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang merupakan
tempat dicatatkannya perkawinan pasangan yang sudah bercerai, berkevvajiban
mendaftar/mencatat setiap peristiwa perceraian dalara tuku pendaftaren cerai
talak atau buku pendaftaran cerai gugat dan pada akta nikah yang bersangkutan.

Khusus untuk dacrah Provinsi Jawa Timur, Pengadilan Tinggi Agama Jawa
Timur mengeluarkan suatu kebijakan yang tertuang dalara Surat Edaran No.
PTA.M/HK.03.4/2068/2002 jo Nn. W13-A/2431/HK.03.5/X1/2006 yang
menyatakan bahwa Dengadilan ticak perlu mengirimkan lagi salinén
Putusan/Penetapan  teatang perceraian, melainkan hanya berupa surat
pemberitahuan tentang terjadinya perceraian antara pihak-pihak tertentu saja

yang dikirimkan kepada KUA.
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Dalam hal ini, penulis beranggapan bahwa pada dasarnya salinan
putusan/penetapan yang dikirimkan kcpada KUA merupakan suatu hal yang
terlalu rumit dan memerlukan banyax biaya. Ditambah lagi jika setiap kali ada
perceraian pihak PA mengirimkan salinan putusan/penetapan maka akan "
memperbanyak arsip KUA yarg disimpan, schingga penyimpanan tidak lagi
efektif. Olch karena itu cukup dengan surat pemberitahuan telah terjadinya
perccraian antara pihak-pihak yang bersangkutan saja yang dikirimkan ke KUA
agar lebih efekiif dan efisicn scbagairnana Surat Edaran dari PTA Jawa Timur
tersebut.

Data perceraian yang dicatatkan di KUA Kecamatan Gurah Kabupaten
Kediri menyebutkan bahwa pada tahun 2009 ierdapat peristiwa talak berjumlah
16 perkara dan peristiwa cerai borjumlah 14 perkara. Dari sekian perkara
perceraian ini, hanya 24 perkara perccraian yang diputus di Pengadilan Agama
Kabupaten Kediri. Hal ini sangat raucu dengan data yang diperoleh penulis dari
hasil penelitian di PA Kabupaten Kediri yang menyebutkan ada 163 perkara
perceraian yang perkawinannya dicatatkan di KUA Kecamatan Gurah telah
diputus di PA Kabupaten Kediri.

Nampaknya, hai terscbut dipicu olch tidak adanya Pcraturan perundang-
undangan yang secara tegas inemberikan sanksi bagi pihal-pihak yang tidak
mengirimkan pemberitahuan perceraian. Dalam Peraturan Pemerintaa Nomor 9

Tahun 1975 hanya disebutkan bahwz jika Pengadilan tidak mengirimkan salinan
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putusan pengadilan dan merugikan pihak-pihak yang bersangkutan akan raenjadi
tanggung jawab pejabat yang bersangkutan (Panitera). Tidak ada peraturan lain
yang mengatur lebih lanjut tentang sanksi apa yang akan diberikan.

Dari data yang ada dapat diketahu1 bahwa pencatatan perceraian di KUA
Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri kurang maksimal karena tidak semua data
perceraian yang diputus di Pengadilan Agama', khususnya Pengadilan Agama
Kediri diberitahukan ke KUA Kecainatan Gurah. Menurut hemat penulis, pada
dasarnya Undang-undang No 22 Tahun 1946 tentang pencatatan perkawinan,
talak dan rujuk tidak dicabut meskipun telah lahir UU Peradilan Agama yang
mengatur perceraian dilaksanakan di Pengadilan Agama. Karcna, UU Peradilan
Agama adalah Undang-undang yang memuat hukum formil.

Akan tetapi, dengan terbitnya UU Peradilan Agama tersebut, Peraturan
Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 diganti dengan Peraturan Menteri Agama No.
2 Tahun 1990 yang menghilangkan kewajiban mencatatkan perceraian ke KUA
bagi yang bercerai. Meskipun Undang-undang menyatakan demikian, penulis
beranggapan bahwa hal itu adalah scbagai bentuk pemindahan k~wajiban saja
dalam memberitahukan terjadinya perceraian. Kalau pada waktu belum
diberlakukannya UU Peradilan Agama yang berkewajiban  memberitakukan
perceraian adalah masing-masing pikak yang bcrc;erai, sedangkan setelah
diberlakukannya UU  teiscbut  1naka yang berkewajiban  mengitimkan

pemberitahuan perceraian adalah dari Pihak Pengadilan Agama.
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Sehingga penulis berkesimpulan bahwa meskipun masing-masing pihak
sudah mendapatkan akta cerai dari Pengadilan Agama, dan perceraian sudah sah
dari segi hukum, namun sebagai tuhapanv penting berikutnya adalah bahwa
Pengadilan Agama (ctap wajil mengirimkan pemberitahuan telah terjadinya.
perceraian antara yang bersangkutan ke KUA yang mencatatkan perkawinannya.

Schubungan dengan kedudukan Xantor Urusan Agama yang sclain sebagai
Kantor Pegawi Pencatat Nikah juga sebagai Badan Penaschat, Pembinaan dan
Pelestarian Perkawinan (BP4), selama tahun 2009 KUA Kcce. Gurah tidak pernah
menerima aduan dan permohonan konsultasi dari warganya yang hendak
bercerai. Hal ini menunjukkan bahwa dalam masalah perceraiar,, masayarakat
lebih banyak menyelesaikan masalaunya langsung ke Pengadilan Agama dengan
didampingi oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (mudin) dalam mengurusi
permasalahannya tersebut tanpa terlebih dahulu berkonsultasi dulu dengan
Kantor Urusan Agama secara langsung. Ini dikarcnakan masyarakat dacrah yang
masih menjunjung tinggi asas kebersamaan, lebih banyak menyelesaikan
masalahnya secara kékeluargaan dengan warga atau tokoh sekitar daripada harus
berkonsultasi ke Kantor Urusan Agama atau BP4. |

Dengan demikian maka kedudukan dan fungsi KUA scbagai BP4 dalam
kaitannya dengan masalah konsultasi pcrmasalahan rumah tangga atau sebagai
badan pclestarian perkawinan kurang maksimal. Pcnulis mempunyai pandangan

bahwa perlu adanya pengkajian ulang masalah pentingnya komunikasi terlebih
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dahulu dengan pegawai BP4 dalam menyelcsaikan masalah yang sedang dialami
masyarakat terkait pereeraian scbelem perkaranya dibawa ke Pengadilan Agama,
Karena disamping masyarakat akan mendapatkan penaschatan perkawinan, alur
perceraian yang ada dalam masyarakat juga semakin jelas. Sehingga pihak KUA
akan lebih banyak mengctahui kondisi rumah tangga masyakatnya meskipun
tidak ada pemberitahuan perceraian sctclah diputuskan oleh Pengadilan Agama.

Penulis beranggapan bahwa perlu adanya langkah-langkah dan terobosan
baru bagi pihak KUA untuk menghidupkan dan memfungsikan kembali
kedudukan Badan Penasckat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)
untuk membantu menangahi kasus perselisihan antara pasangan suami istri yang
hendak melangsungkan perceraian. Paling tidak dengan adanya lembaga tersebut
masyarakat dapat berkonsultasi langsung dengan para pegawai BP4 schingga
dapat membantu mengatasi permasalahan kcluarga yang dialami pasangan suami
istri tersebut. Dan jika memang sudah tidak ada jalan lain selain bercerai, maka
minimal dengan adanya konsultasi terscbut pihak KUA atau BP4 mengetahui
kondisi kekcluargaan warganya.

Dalam hal prosedur pencatatan perceraian yang difumuskan oleh peraturan
perundang-undangan, baik itu dalam Undang-undang tentang Peradilan Agama
maupun PP No. 9 Tahun 1975, vang menyatakan bahwa kelalaian dalam
mengirimkan salinan putusan ke Pcgawai Pencatat Nikah adalah inenjadi

tanggungjawab Panitera Pengadilan Agama dengan tidak ditindaklmjuti dengan
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peraturan lain yang menentukan sanksi-sanksinya, maka menurut hemat penulis
hal itu masih belum sempurna. Perlu adanya peraturan lain yang mendukung
ketentuan Undang-undang terscbut. Kacna dalam Undang-undang terscbut
menerangkan bahwa kelalaian pcngi*imén salinan putusan zkan menjadi ,‘
tanggung jawab pejabat yang bersangkutan hanya jika mengakibatkan kerugian
bagi bekas suami atau istri.

Dengan ketentuan tersebut yang tidak secara jelas menerangkan bentuk
pertanggungjawaban yang scperti apa yang dibebankan kepada pejabat yang
berkewajiban mengirimkan putusun/pemberitahuan, ditahbah lagi dengan
keterangan yang hanya pada waktu kelalaian terscbut mengakibatkan kerugian
bagi bekas suami atau istri, akan menjadikan para pejabat yang mengemban
tugas itu merasa tidak memilixi targgungan jika hal itu tidak dilaksanakan.

Oleh karena itu tidak adanya ncraturan lebih lanjut terkait sanksi-sanksi di
atas menjadikan salah satu sebab berkurangnya pertanggungjawaban dari pihak
Pengadilan Agama yang berkewajiban mengirimkan pemberitahuan terjadinya
perceraian ke KUA yang mencatatken perkawinan tersebut. Deagan adanya
kebijakan dari PTA Jawa Timur yang merupakan sebuah keringanan bagi
Pengadilan Agama yang menentukan bahwa hanya surat pemberitahuan telah
terjadi perceraian saja yang dikirimkan kepada KUA flau bukan berupa salinan
putusai/penctapan Pengadilan tetap tidak mendorong Pegawai Kepaniteraan

Pengadilan Agama lebik giat dalam mengirimkan pemberitahuan.,
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Scbagai bahan perbandingan juga, bahwa dalam proses perceraian yang
diterapkan bagi masyarakat yang beragama non muslim, diketahui bahwa
perkawinan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, kemudian perceraian
diselesaikan di Pengadilan Negeri, dan sctclah itu ada tahap akhir yang berupa
proscs pendaftaran perceraian ke Kantor Catatan Sipil kembali olch pihak-pihak
yang befpcrkara (bercerai). Dengan ketentuan yang diterapkan demikian terbukti
lebib dapat menctibkan administrasi bagi pasangan suami istri yang dulu
menikah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, dan perceraiannya juga didaftarkan
kembali di sana. Schingga dapat diketahui secara pasti berapa jumlah suami istri
yang bercerai dan status pasangan yang sudah bercerai tersebut.

Jika ketentuan bagi masyarakar yang beragama Islam diterapkan demikian,
yakni pencaatan perkawinan dilakukan di KUA, perceraian diselescikan di
Pengadilan Agama dan selanjutnya proscs pendaftaran perceraian di KUA oleh
pihak yang berperkara, maka hal itu akan lebih menertibkan administrasi perkara
agar perkara perceraian dapat diketahui sccara pasti oleh pihak KUA dan da;;at
memastikan status pihak-pihak yang sudah bercerai tersebut apakah sudah

bercerai atau masih dalam status pasangan suami istri.

. Analisis terhadap Implikasi Hukum Tidak Dicatatkannya Perceraian di KUA
Kec. Gurah Kab. Kediri
Scbelum lebih jauh dibahas tentang akibat hukum tidak dicataikannya

perceraian di KUA Kec. Gurah Kab. Kediri, perlu terlebih dahulu diketahui
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fungsi dan kegunaan dari Jicatatkannya pencatatan tersebut di Kantor Urusan
Agama yang merupekan lembaga yang mencatatkan perkawinannya. Pada
dasarnya Undang-undang No 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak
dan Rujuk yang menentukan kebijakan terscbut agar sccara hukum, aktifitas
masyarakat dalam berkeluarga dapat dilegalkan.

Ketika perkawinan seseorang sudah sah dari sudut pandang hukum negara, -'
maka jelaslah bahwa  status orang terscbut adalah sudah menikah, sehingga
dalam mclaksanakan aktifitas-aktifitesnya, ia akan sclalu menycrtakan status
perkawinannya tersebut. Begitu Jjuga dalam hal perceraian, maka ketika ia sudah
berstatus bercerai, maka ia tidak akan lagi menyandang status menikah dan
dalam kegiatan-kegiatan lainnya pun ia juga dalam keadaan status tersebut.

Selain itu, peraturan pcrmdang-uhdangan, baik Undang-undang Peradilan
maupun PP No. 9 Tahun 1975, juga telah memberikan ketentuan proses
perceraian sedemikian rupa, yang setclah selesai proses percerzian di Pengadilan
Agama, Panitera berkewajiban mengirimkan  salinan putusan/penetapan
perceraian dari PA agar status perceraian pihak-pihak yang bersangkutan dapat
digunakan scbagai perubahun status mereka di arsip pefkawinan yang disimpan
di Kantor Urusan Agama.

Sehingga dengan status bercerai -tcrscbut, ketika para pihak yang tclah
bercerai itu meminta duplikat surat perkawinan untuk digunakan untuk kegiatan

keperdataan meyeka scperti dalam mengurusi harta milik, pembelian tanah dan
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lain-lain, maka pihak Kantor Urnsan Agara dapat menolaknya dengan dalih
bahwa ikatan perkawinan yang mercka jaiin sudah berakhir dengan dibuktikan
surat pcmberitahuan perceraian dari pihak PA.

Dari hasil wawancara penulis dengan Pcgawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kec. Gurah Kab. Kediri dapat disimpulkan bahwa implikasi
hokum tidak dicatatkannya perceraian di KUA Kec. Gurah Kab. Kediri antara
lain; |

Pertama, Sulitnya pendataan secara jelas dan komprehensif tentang angka
perceraian di suatu wilayah KUA teztentu. Hal ini akan menghambat pendataan
angka perceraian yang pada tiap akhir tahun akan dibuatkan laporan jumlah
perceraian yang terjadi oleh KUA Kcc. Gurah Kab. Kediri kepada Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Xediri disamping juga laporan statistik
perkawinannya yang dirangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP).

Padahal laporan Ini nantinya digunakan sebagai tolok ukur Kantor
Kementerian Agama Kat. Kediri dalam rangka turut serta mcnsejahcerakan‘
warga muslim yang akan menjadi salah satu bahan dalam penyusunan program
kerja instansi tersebut, Dan dalam jangka waktu tertentu data perceraian tersebut
juga diminta olch Pemerintah Kecamatan Gurah dan nantinya akan dilaporkan ke
Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri untuk didata jumlah perceraian tiap

tahunnya.
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Kedua, selain akan menghambat pendataan angka perceraian, perceraian
yang tidak dicatatkan di KUA juga akan berdampak pada status pasaingan yang |
telah bercerai tersebut di buku arsip yang disimpar oleh KUA. Karena jika tidak
ada laporan dari pihak Pengadilan Agama atas terjadinya perceraian antara‘
pihak-pihak yang bersangkutan, status pasangan terscbut tercatat masih dalam
status ﬁasangan suarni istri di. KUA yang berpeluang salah satu pihak da-i bekas
pasangan terscbut akan dirugikan.

Ketiga, dengan tidak dicatatkannva perccraian di KUA Kec. Gurah Kab.,
Kediri, maka akan memberikan peluang terjadinya penggunaan kutipsn Akta
Nikah atau Duplikat Buku Nikah yang disimpan di KUA Kcc. Gurah Kab. Kediri
bukan pada tempatnya untuk disclewengkan. Kasus ini akan nampak akibat
hukumnya pada contoh kasus ketika salah satu pihak meminta Duplikat Buku
Pernikahan kepada KUA Kce. Gurah Kab. Kediri yang bisa saja digunakan untuk
mengurus kegiatan perdata seperti jual beli tanah dan lain-lain dengan status
masih menikah dan berpotensi merugikan pihak yang lain, maka pihak KUA
Kec. Gurah Kab. Kediri akan mengizirkan pihak yang meminta duplikat tersebut
untuk menggunakan surat itu, |

Padahal jika sudah diketahui bahwa yang bersangkutan telah bercerai maka
KUA Kec. Gurah Kab. Kediri tidak boieh memberikan salinan duplikat surat
perkawinan kepadanya karena dikuatirkan akan digunakan untuk tindakan yang

di luar ketentuan hukum seperti contoh kasus di atas.
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Dari beberapa akibat tersebut penulis menyimpulkan bahwa perlu adanya
penertiban ulang prosedur pencatatan perceraian yang benar. Hal ini bisa dimulai .'.
dari mencrapkax; Undang-undang yang sudah berlaku dan melengkapinya dengan
peraturan yang lebih ;inci mengenai sanksi-sanksi tidak dikirimkannya salinan
putusan Pengadilan Agama atau surat pemberitahuan perceraian ke KUA tempat
perkawinan itu dicatatkan.

Selain itu pemerintah juga dapat menerapkan kembali peraturan lama yang
mewajibkan pihak-pihak yang bercerai untuk mendaftarka dan mencatatkaunya
di temﬁat perkawinan tersebut dicatatkan (KUA) sebagaimana yang masih
dilaksanakan oleh masyarakat non muslim yang mencatatkan perceraiainnya ke
Kantor Catatan Sipil.

Hal ini perlu dilakukan scbagai langkah antisipasif dari adanya
kemungkinan salah satu atau beberapa pihak merasa dirugikan. Sebagaimana

terdapat dalam salah satu qa’idah ushiliyyah "Jy b yang artinya adalah

bahwa bahaya atau kemagaratan itu harus dihilangkan.
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PEMUTUP

A. Kesimpulan
Penelitian yang telah penulis sajikan dalam beberapa pembahasan pada
bab-bab sebclumirya dapat disimpulken scbagai berikut:
1. Pencatatan Perceraian di KUA Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri kurang
maksimal karcna kurangnya kesadaran dan tanggungjawab dari Pengadilan
Agama untuk mengirimkan surat pemberitahuan kepada KUA to:rsébut.
Terbukti dari data yang penulis dapatkan menyebutkan bahwa dari 163
perkara perceraian yang terjadi di PA Kabupaten Kediri yang perkawinannya
dicatatkan di KUA Kecamatan Gurah, hanya 24 perkara saja yang dikirimkan
1 pemberitahuannya ke KUA. Schingga pihak KUA Kecamatan Gurah
mencatatkan perceraian sesuai dengan yang dikirimkan oleh Pengadilan
Agama Kab. Kediri terscbut.
2. Akibat hukum yang dapat ditimbulkan dari tidak dicatatkannya perceraian di
KUA Kec. Gurah Kab. Kediri antara lain:
a. Terhambatnya pendataan angka pcrccraian yang ada di KUA schingga
menyebabkan tidak validnyé data statistik percéraian yang dikirimkan ke
Kementerian Agama dan Kantcr Catatan Sipil. Hal ini akan

mengakibatkan  penyusunan  program kerja pemerintah  ataupun
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Kementerian Agama dalam hal pembinaan keluarga sejahterz akan
terhumbat.

b. Tidak dirubahnya status pasangan yang sudah bercerai di Pengadilan
Agama Kab. Kediri yang dalam buku register perkawinan KTJA Kec.
Gurah Kab. Kediri masih berstatus menikah. Schingga akan berpotensi
disalehgunakannya duplikat surat nikah yang ada di KUA bagi pihak-
pihak yang tidak bertanggungjawab.

c. Dimungkinkan akan terjadi pemalsuan status oleh salah satu atau kedua
pasangan suami istri yang telah melakukan perceraian, karena status yang
terdapat di arsip Kantor Urusan Agama Kec. Gurah Kab. Kediri masih
berstatus menikah, padahal sebenarnya status miereka sudab berubale

menjadi janda dan duda.

B Saran
Ada beberapa hal yang dapat penulis sampaikan Jari hasil penelitian
penulis tentang pencatatan perceraiar di Kantor Urusan Agama ini:

1. Kepada pihak Pengadilan Agama, Perlu adanya tanggungjawab dari Pejabat
Pengadilan Agama Kab. Kediri untuk mengirimkan pemberitahuan
perceraian ke KUA Kec. Gurah Kab. Kediri agar Pencatatan Perceraiaa dapat
berjalan dengan baik. Karena tidak dicatatkannya perccraian di KUA Kec.
Gurah Kab. Kediri Icbih banyak discbabkan tiduk dikirimkannya

pemberitahuan perceraian oleh PA Kab. Kediri Kepada KUA tersebut.
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2. Bahwa penclitian ini merupakan penclitian sementara yang dimungkinkan
adanya hasil analisis yang berbeda ketika dilakukan penelitian lag: olch
peneliti yang berbeda. Oleh karena itu, penulis berhar ap agar pembuca dapat
meneliti kembali proscs pencatatan perceraian yang ada di lingkungart
masing-masing agar mendapatkan data yang lebih akurat schingga dapat

membandingkannya dengan data yang penulis dapatkan ini.
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